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BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun Peta Jabatan
untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Banyuasin.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peta Jabatan Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan . . .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 33);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Analisa Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang
Jabatan Fungsional;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);

15. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
Nomor 133).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Pegawai . . .
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
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pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang aparatur dalam
suatu satuan organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin;

14. Jabatan Administarsi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan;

15. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggungj jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil
Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi
keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan tugas pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

17. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang
menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon
terendah Organisasi Perangkat Daerah.

18. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau
dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan
merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan
dengan keahlian atau ketrampilan kerja yang diidentifikasi
dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan,
pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis
dan kekuatan fisik;

19. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan
secara vertikal maupun horizontal menurut struktur
kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta
persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan
yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk
menggambarkan ketersedian dan jumlah kebutuhan Aparatur
Sipil Negara untuk setiap jenjang jabatan bagi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Pasal . . .
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai bahan
penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
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untuk :
a. mengetahui jumlah jabatan yang dibutuhkan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
b. mengetahui jumlah jabatan yang sudah terisi Aparatur Sipil

Negara;
c. mengetahui jumlah jabatan yang menjadi prioritas untuk

pengadaan Aparatur Sipil Negara.

BAB III
PENYUSUNAN PETA JABATAN

Pasal 4

(1) Peta jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

(2) Peta Jabatan menggambarkan jumlah dan kelas jabatan
pimpinan tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan
Fungsional.

(3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan
Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

Peta Jabatan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV
EVALUASI PETA JABATAN

Pasal 6

(1) Peta Jabatan bersifat dinamis dan fleksibel serta dilakukan
dievaluasi sesuai dengan perkembangan Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banyuasin.

(2) Evaluasi Peta Jabatan diarahkan sesuai visi, misi dan
prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

(3) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan analisa
dan pengkajian dalam rangka menyusun peta jabatan
dengan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Permasyarakatan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB . . .
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 28 Februari 2019

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 28 Februari 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 37


